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ABSTRAK 

 

Rachma Juniarti, 201610115201, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas 

Pembatalan Sepihak Oleh Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Apartement Cervino 

Village Berdasarkan Pasal 1320-1338 KHUPerdata (Studi Kasus Putusan Nomor 

689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN. Jkt.Utr), Jumlah 85 halaman, 2020. 

Di Indonesia setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan, adapun yang menjadi suatu permasalahan pada pembatalan 

sepihak atas jual beli apartement contoh konrit seperti adanya pembatalan sepihak ini 

karena pemohon keberatan telah mengalihkan unit kepada pihak ke tiga tanpa 

sepengetahuan termohon Unit Apartemen Cervino Village Unit GF A dan B yang 

sudah menjadi milik pihak ketiga berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 97/2017 

tertanggal 19 Desember 2017 dan Akta Jual Beli Nomor 98/2017, diketahui 

permasalahan tersebut adalah Putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN. Jkt.Utr 

Pada penelitian ini yang akan di bahas adalah pembatalan sepihak yang terjadi dari 

penjual kepada pembeli yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan 

metode pendekatan kepustakaan terhadap data sekunder dan data primer. 

Kesimpulan Penelitian ini adalah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak 

pemohon tidak mendasar karena ketentuan Peraturan perundang-undangan pasal 7 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 11 

Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual 

Beli Rumah, dan Putusan tersebut tidak mendasar untuk mengabulkan permohonan, 

yang seharusnya putusan Nomor 690/Pdt.Sus-BPSK.2019/PN.Jkt.Utr menolak 

permohonan dari pemohon .  

 

Kata Kunci: Teori Keadilan, pembatalan sepihak, Ganti Rugi. 
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ABSTRACT 

 

Rachma Juniarti, 201610115201, Legal Protection of Buyers for the Unilateral 

Cancellation by the Seller in the Sale and Purchase Agreement of Cervino Village 

Based on Article 1320-1338 KHUPerdata (Case Study of Decision Number 689 / 

Pdt.Sus-BPSK / 2019 / PN. Jkt.Utr), Total 85 pages, 2020. 

In Indonesia everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live 

and to get a good and healthy living environment and the right to obtain health 

services. transferring the unit to a third party without the knowledge of the respondent 

of the Cervino Village Apartment Unit GF A and B that already belong to a third party 

based on the Sale and Purchase Deed Number 97/2017 dated December 19, 2017 and 

the Sale and Purchase Deed Number 98/2017, the problem is known is the Decision 

Number 689 / Pdt.Sus-BPSK / 2019 / PN. Jkt.Utr In this study, what will be discussed 

is the unilateral cancellation from the seller to the buyer that is not in accordance with 

the provisions of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. 

In this study using the juridical-normative research method, with the method of 

literature approach to secondary data and primary data. 

Conclusion This research is a unilateral cancellation carried out by the applicant is 

not fundamental because the provisions of the legislation article 7 of Law Number 8 of 

1999 concerning Consumer Protection Jo Article 11 PUPR Ministerial Regulation 

Number 11 / PRT / M / 2019 concerning the Preliminary Purchase Agreement System 

The house, and the Decision are not fundamental to grant the request, which should be 

the decision Number 690 / Pdt.Sus-BPSK.2019 / PN.Jkt.Utr reject the request from the 

applicant. 

 

Keywords: Justice Theory, unilateral cancellation, compensation. 
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MOTTO

“sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu”
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